
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
temang Tara Kerja Kornisi Pemilihan Umum. Kornisi Pcmilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana tclah diubah tcrakhir dengan Peraruran Komisi
Pernilihan Umum ~omor 01 Tahun 1010:

3. Pcraruran Pemcrintah Nomor 62 Tahun 1990 [entang Ketentuan
Keprotokolan Mcngenai Tara Temput. Tata Upacara, dan Tala
Penghormatan (Lembaran Negara Repuhlik indonesia Tahun
1990 Nomor 90. Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik
Indonesia Nornor 3432):

2. Undung-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ientang Penyclcnggara
Pernilihan Umum (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun
2011 Nomor 10), Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 5246):

I. Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2010 tentang Kcprotokolan
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1010 Nomor 125.
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166):

bahwa untuk melaksunakan keteniuan Pasal 9 ayat (I) huruf m.
Pasal 10 ayat t I) huruf k. dan Pasal II ayat (I) huruf j. Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2010 tcntang Keprotokolan, Pasal8. Pasal
9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2011 teruang
Penyelenggara Pemilihan Umurn. perlu menerapkan Penuuran
Komisi Pcrnilihan Umum tenrang Pedoman Pelaksanaun
Keprorokolan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum:

KO~lISI PEtvlILlllAN U1\1U 'I

DENGANRAHMAT TUHAN YA~G ~1AHAESA

PEOOJ\lIAl'lPELAKSANAA~ KEPROTOKOLAN
01LTNGKUNGAN KOJ\llIS1PEMlLIHAN mrul\1

TENTANG

PERATURAN KOMISI PEMILlliAN UN1U~1

NOMOR: 01 1'AHUN 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM

~Iellgingat

Menimbang



2. Pcmilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah. dan Dewan
Perwakilan Rakyat Oacrah adalah Pemilu untuk mernilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyut, Dewan Perwakilan Dacrah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
bcrdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Indonesia Tahun 1945.

3. Pernilu Presiden dan Wakil Prcsidcn adalah Pernilu untuk mernilih Presidcn dan Wakil
Presiden dulam Negara Kesatuan Rcpublik lndonesia berdasarkan Pancasila dan Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

~. Pcmilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan unruk mcrniJih Gubernur.
Bupati, dun Walikota secara dcmokratis dalarn Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 11)~5.

Oalam Pcraturan ini yang dimaksud dengan :

I. Pcmilihan Umum, sclanjumya disingkat Pernilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat
yang diselenggarakan secara langsung. umUID. bebas. rahasia. jujur. dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 19~5.

Pasal I

BAB I

KETENTUAN UMUM

PERATURAN KOl\llS1 PEMILIHAN Ul\f~1 TEl\TANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEPROTOKOLAN
DILINGKUNGA.'JKO~nSIPE~m..IHANUI\I M.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

7. Keputusan Sekretaris Jenderal KPlJ ),10. 4001KptslSckjenffhn
1010 ientang Pcndclegasian Tugas. Wewcnang. dan Kewajiban di
Bidang Kcpegawaian Kepada Pejabat Sekretariat Jcndcral KPU:
Pejabat Sekrctariat KPU Provinsi dan Pejabat Sekretariat KPl.;
Kabupaten/Kota.

6. Pcraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008
tcntang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tala Kerja Sekretariat Jcnderal Kornisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
dan Sekretariat Kornisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan Kornisi Pernilihan
Umum Nornor 22 Tahun 20011:
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18.Memorandum of Understanding (MoU) adalah kerjasama antara KPU dan lnstansi tcrkait
maupun dengan Lembaga Luar Negeri.

17. Audiensi adalah kegiatan daJam rangka rneminta keterangan baik permintaan KPU kc
lnstansi terkait dan scbaliknya.

16. Kunjungan Kerja adalah kegiatan dalarn rangka menghadiri pcrtcmuan-pcrtemuan baik di
pusat maupun di dacrah.

15. Rapat Pleno Terbuka adalah rapat yang dihadiri oleh semua Anggota KPU dan dapat dihadiri
pihak lain. scrta difasilitasi oleh Sekretariat Jcndcral KPU.

14. Rapat Pleno Tcrturup adalah rapat yang dihadiri oleh semua Anggota KPU yang dipimpin
oleh Kerua KPU dan difasilitasi olch Sekretariat Jenderal KPu.

13. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Komisi Pcmilihan Umum
dalam melaksanakan tugas dan fungsi tcrtcnru dan dihadiri oleh Pejubat Negara dan/atau
Pejabar Pcmcrintahan serta undangan lain.

12. Acara Kenegaraan adaJah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia ncgara secara
tcrpusat. dihadiri Presiden dan/atau \Vakil Presiden sella Pejabat 'egara dan undangan
lainnya,

II. Upaeara adalah suaru kegiatan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan suatu
peristiwa atau suatu kcgiatan tertentu.

10. Penghorrnatan Protokol adalah pernberian penghormaian dan perlakuan sesuai dcngan
kedudukannya adaJah sikap protokol yang hams dibcrikan kepada seseorang agar dapat
melaksanakan rugaszjabatan secaru lehih bcrhasilguna dan berdayaguna, namun tidak bolch
mcnimbulkan sikap mewah dan berlebihan yang mernberatkan beban pernerintah.

9. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan daJam acara
kenegaraan atau acara resmi yang rneliputi Tata Tempat. Tara Upacara, dan Tara
Penghormatan terhadap scseorang sesuui dengan jabatan dan/arau kedudukannya dalam
ncgara, pemerintahun. atau masyarakat. serta terhadap Lambang Kehormatan Negara
Kesaruan Rcpublik indonesia.

8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Kornite lndependen Pemilihan Kabupaten/Koia
sclanjutnya disingkat KPU KabupatenIKota I KIP Kabupatcn/Kota adaJah Penyelenggara
Pemilu yang bertugas rnenyelenggarakan Pemilu di Kabupaten/Kota.

7. Komisi Pcrnilihan Umum Provinsi/Kornite lntlependen Pcmilihan Provinsi, selanjutnya
disingkat KPU ProvinsilKlP Provinsi, adalah penyelenggara Pcrnilu yang berrugas
menyelenggarakan Pernilu di Provinsi.

5. Penyclenggara Pemilu adalah lcmbaga yang menyclcnggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi
Pcmilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu scbagai sam kesatuan fungsi Penyclcnggarnan
Pcmilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Pcrwakilan Rakyat Daerah, Prcsiden dan Wakil Prcsidcn seeara langsung oleh rakyat, serta unruk
mcmilih Gubcmur. Bupati. dan Walikota secara dcmokratis.

6. Komisi Pemilihan Umum. selanjutnya disingkat KPU. adalah lcmbaga Penyelenggara Pemilu
yang bcrsifat nasional. tetap. dan mandiri yang bcrtugas menyelenggarakan Pemilu.
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34. Lambang Kehormatan Ncgara Kesatuan Republik Indonesia adalah Lambang Kedaulatan
Negara yang Icrdiri alas Larnbang Negara "Garuda Pancasila", Bendera Negara "Sang Mcrah
Putih". sena Lagu Kcbangsaan Indonesia Raya.

33. Tata Pakaian adalah ketcntuan penggunaan pakaian bagi pejabat di lingkungan KPU dalam
menghadiri acara-acara atau upacara-upacara yang bersifat resmi.

32. Tuan Rurnah terdiri alas Tuan Rumah Daerah dan Tuan Rumah Acara, Tuan Rurnah Daerah
adalah Kopala Daerah yang bersangkutan, Tuan Rumah Acara adalah pejabat dilingkungan
Komisi Pemilihan Umum yang bersangkutan.

31. Tara Penghonnatan adalah aruran untuk melaksanakan pemberian honnat bagi Pejabat
Negara, Pejabat KPU dan/atau Pejabat Pcmerintahan lainnya. perwakilan ncgara asing
dan/a tau organisasi intcmasionaJ. dan Tokoh Masyarakat Tcrtcnru daJam Acara Resmi dan
dalam melaksanakan kunjungan sesuai dengan tugas jabatannya.

30. Rohaniwan adalah petilgas dari Kementerian Agama Rcpublik Indonesia.

29. Perlengkapan Upacara adalah segala scsuatu yang menunjuk pada kcbutuhan peralatan
upacara. logistik dan lain-lain yang rncndukung suksesnya upacara.

28. Tata Upacara adalah aturan unruk mclaksanakan upacara dalam Acara Resmi di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum yang meliputi upacara bendera, upacara bukan upacara bendera
dan taia kunjungan pcjabat ke daerah. sena kunjungan pejabat lain ke instirusi Komisi
Pemilihan Umum.

27. Tata Ternpat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara. Pejabat KPU dan/atau Pejabat
Pemerintahan lainnya. perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional serta Tokoh
Masyarakat Tcrtcntu. Tamu Pernerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara lainnya dalam
Acara Resmi yang diselenggarakan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

26. Tokoh Masyarakat tertentu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah mantan Anggota.
mantan Sekretaris JendcraJ dan mantan Wakil Sekrctaris Jenderal.

25. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima
kchormatan dari rna yarakat dan/atau Pemerintah.

24. Pimpinan Komisi Pcmilihan Umum adalah Ketua merangkap Anggota, Anggota Kornisi
Pemilihan Umum. Sekretaris Jenderal. dan Wakil Sekretaris Jenderal.

23. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tcrtentu dalarn organisasi
pemerintahan tcrdiri alas jabaian ncgcri, jabatan karier dan jabatan negara di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum.

22. Pcjabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang
secara tegas ditenrukan dalarn Undang-Undang,

2 I. Upacara-Upacara Resmi Hari Besar Nasinnal,

20. Sumpah/Janji PNS adalah : Scbagai salah saw syarat bagi CPNS uniuk mcnjadi PNS.

19_Pelantikan adalah : Pengangkatan dan Pcnetapan dalam suatu Jabatan disertai dengan
Pengarnbilan SumpahlJanji oleh seorang atau Icbih Pejabat/PNS.
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b. mendapat hak prioritas dalam urutan Tata ternpat: dan

C. mendapat tcmpat untuk didahulukan.

(2) Tala Ternpat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengandung unsur-unsur yang:

a. lcbih bcrhak didahulukan:

(I) Tala Tcrnpat discsuaikan dengan situasi dan kondisi setcmpat, sifm acara serta kepauuan.

Pasal5

Unsur-Unsur

Paragraft

UIlIUlD

Baglan Kesatu

TATATEMPAT

BAB IT

(:!) Pcnyclcnggaraan Acara Resmi di lingkungan KPU diselenggarakan di Ibukota Negara
Republik Indonesia dan/atau dapat di luar lbukota Negara Repuhlik lndoncsia,

(I) Penyelenggaraan Keprotokolan Acara Rcsmi di lingkungan KPU. KPU Provinsi/KTP
Provinsi. dan KPU Kabupaten/Kota I KJP Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh petugas
protokol yang merupakan bagian dari kesekretariatan KPU. KPU Provinsi/Klf? Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota ZKiP Kabupaten/Kota,

Pasul4

c. mcnciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa,

Keprotokolan bertujuan untuk :

a. mcmberikan penghormatan kepada Pejabat Ncgara. Pejabat Komisi Pcmilihan Umurn,
Pejabat Pcmcrimahan lainnya, pcrwakilan negara asing dan/atau organisasi interuasional,
serta Tokoh Masyarakat Tenentu, Tamu Perneriruah dan/atau Tamil Lembaga Negara lainnya
harus sesuai dcngan kcdudukan dalam ncgara, pernerintahan. dan masyarakat;

h. mernberikan pedoman penyelcnggaraan suaiu acara agar berjalan tenib, rapi. lancar, dan
teratur sesuai dcngan ketentuan dan kcbiasaan }ang berlaku. baik secara nasional maupun
inremasional: dan

Pasal3

Keprotokolan dilaksanakan berdasarkan asas kebangsaan, kctcrriban dan kepastian hukurn,
keseirnbangan. kescrasian. keselarasan, dan timbat balik.

Pasal2
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g. Kedatangan dan kepulangan, orang yang mendapat kehormatan, selalu datang paling
akhir, dan pulang paling dahulu:

h. letak kendaraanlmobil : pintu kanan mobil. bcrada di arab pinru keluar gedung:

I. Ajudan dan Sopir sebelum Pimpinan memasuki kendaraan, posisi siap di tempai: dan

j. jajar kehormatan (Receiving Ulle) :

I) orang yang mendapat kehormatan, harus datang dari scbclah kanan dari Pejabat yang
menyambut: dan

2) kapal laut : naik dan turun paling dahulu; dan

3) MobillKercta Api: naik dan turun paling dahulu. dan duduk paling kanan: di mobil.
posisi duduk discsuaikan dengan pintu rnasuk di ternpat rujuan.

I) pesawat : naik paling akhir, turun paling dahulu:

c. isteri yang mendampingi suarni scbagai Pejabat Negara atau Pejabat Pcmcrintah atau
Tokoh Masyarakar tertentu dalum aeara kenegaraan atau acara rcsmi mendapat ternpat
sesuai dengan urutan Tara Tcmpat suarni. dan apabila isteri yang mcnjabat sebagai
Pejabal Negara atau Pejabat Pcrncrintah dalam acara kenegaraan atau acara rcsmi. suarni
mcndapat tempat sesuai dengan urutan Tara Tempat isteri: dan

f. bagi seseorang yang rnendapat urutan Tata Tempat paling utarna. pengaturan naik/turun
Pcsawat, Kapal laut, Mobil dan Kereta Api adalah scbagai berikut :

c. jika menghadap meja, ternpat utama yang menghadap ke pintu kcluar. dan ternpat
tcrakhir berada pada posisi ternpat lang paling dekat dengan pintu keluar:

d. jika beJjajar pada garis yang sama. rnaka tcmpat yang terhormat ternpat paling tcngah.
dan tempat sebclah kanan luar. atau dengan rumus : posisi sebelah kanan lehih terhormat
dan posisi sebelah kiri. (Genap = 4 - 2 - I - 3. Ganjil = 3 - 1 - 2 ):

(I) Urutan Tala Tcmpat bagi Pejabat Ncgara. Pejabat Pernerintahan, perwakilan negara asing
dan/atau organisasi intcmasional. Tokoh Masyarakat Tertentu sebagaimana dimaksud dalarn
Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2010.

(2) Urutan Tala Tempat bagi Pcjabat di lingkungan KPU sebagairnana dimaksud dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana tclah diubah
tcrakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Lrnum Nomor 01 Tahun 2010.

(3) Tata ternpat scbagaimana dirnaksud dalarn Pasal 5 diatur sebagai berikut:

11. orang yang berhak mcndapat rata urutan yang pcrtama/paling tinggi. yaitu mcrcka yang
mcmpunyai urutan paling depan/paling mendahului:

b. jika mcrcka berjajar. rnaka yang bcrada di sebeJah kanan dari orang yang rnendapat
urutan tata tempat paling utarna. dianggap Icbih tinggilmendahului orang yang duduk di
sebelah kirinya:

Pasal6

Pedoman Umum

Paragraf2

(3) Ternpat untuk didahulukan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf c. diatur dengan
mcmperhatikan seseorang karena jabatan. pangkat, atau dcrajat di dalarn negara.
pcmerintahan atau masyarakat,
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b. Pejabat Lama dan Pejabat Baru Eselon I eli lingkungan Sekretariat Jenderal KPU berada
di depan meja penandatanganan. berhadapan dengan saksi.

c. Pejabat eli liogkungan Sekretariat JenderaJ KPU bcrada di scbelah kiri meja
pcnandatanganan:

a. Kellin KPU selaku saksi dari penandatunganan Berita Acara serah terima jabatan berada
di belakang meja penandatanganan:

I) Sekretaris Jenderal KPU sebagai Pcjabat Yang Melantik;

2) Ketua KPU dan/atau Anggota KPU dan Wakil Sekretaris Jendcral KPU berada di
sebelah kanan Pejabat Yang Mclantik;

3) Sekretaris KPU Provinsi/KlP Provinsi dan/atau pejabat Esclon II. ill dan IV di
lingkungan Sekrctariat lenderal KPU yang akan dilantik berada di depan Pejabat
Yang Melantik:

-I) Undangan. Pejabar Eselon II dan karyawan/karyawari di lingkungan Sckrctariat
lenderaJ KPU. dan Rohaniwan berada di sebelah kiri Pejabat Yang Melantik: dan

5) Dalarn pernberian ucapan sclamat, Pejabat yang dilantik dapai didampingi
isteri/suarni dan bcrdiri di scbelah kiri yang dilantik.

(2) Tala Ternpat Upacara Serah Tcrima Jabatan di lingkungan KPU adalah sebagai bcrikut :

5) Dalam pemberian ucapan selamat, Pejabat yang dilamik dapat didampingi
isteri/suami dan berdiri discbclah kiri yang dilantik.

h. Upacara Pengambilan SumpahJJanji dan Pelantikan Jabatan Sekrctaris KPU Provinsi/KIP
Provinsi dan/atau Pejabat Esclon 11.111dan TVdi lingkungan Sekrctariat JenderaJ KPU.
adalah:

-I) Undangan. Pejabat Esclon JJ dan karyawan/karyawati di lingkungan Sekretariat
JenderaJ KPU. dan Rohaniwan bcrada di sebelah kiri Pejabat Yang Melantik: dan

3) Ketua dan/atau Anggora KPU Provinsi/Klf' Provinsi yang dilantik berada di depan
Pejabai Yang Melantik:

I) Ketua KPU sebagai Pejabat Yang Melantik:

2) Anggota KPU. Sekretaris Jcnderal KPU. dan \Vakil Sckretaris Jenderal KPU berada
di scbclah kanan Pejahat Yang Mclantik:

(I) Tala Tempat Upacara Pengambilan SumpahJJanji dan Pelantikan Jabatan di lingkungan KPU
adulah sebagai berikut:

a, Upacara Pengambilan SumpahJJanji dan Pelantikan Jabatan Ketua dan/atau Anggota
K PU Provinsi/Kl'P Provinsi. adalah :

Pasal?

Korulsi Pcmilihan Umum

Bagian Kedua

2) bila orang yang mendapat kchormatan yang menyambut tamu. maka tamu akan
datang dari arah scbclah kirinya.

(-I) Tata tempat rnengacu pada siruasi dan kondisi setempat, sifat acara, unsur serta kepaturan.
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a. Ketua KPU dan/atau Anggota KPU. Sekretaris Jcndcral KPU, dan Wakil Sckrctaris
Jenderal KPU berada di mcja Pimpinan:

b. Pejabat Eselon Il di lingkungan Sekretariat JenderaJ KPU berada di belakang meja
Pimpinan Rapat Kerja: dan

c. Karyawan/karyawati di lingkungan Sekretariat JenderaJ KPU dan Peserta Rapat Kerja
bcrada di dcpan meja Pimpinan Rapat Kerja.

(6) Tata Tempat lipacara Pembukaan/PenuLUpan Rapat Pleno Terbuka di lingkungan KPU
adalah sebagai berikut:

a, KCLUaKPU dan/atau Anggota KPU. Sekretaris lenderal KPU. dan Wakil Sckretaris
JenderaJ KPU bcrada di meja Pimpinan;

b. Pejabat Eselon IT di lingkungan Sekretariat Jenderal KPl] bcrada di belakang meja
Pimpinan Rapat Plene:

c. Pesena Rapat Pleno dari KPU ProvinsilKIP Provinsi, KPU Kabupatcn/Kota. dan KIP
Kabupaten/Kota serta pejabai dan karyawan/karyawari di lingkungan Sckrctariat Jenderal
KPU berada di sebelah kiri depan rneja Pimpinan Rapat Plene;

d. Peserta Rapat Pleno dari Lcmbaga Pemerintah dan/atau Partai Politik bcrada di samping
sebclah kanan dan depan meja Pimpinan Rapat Pleno; dan

(5) Tata Terupat Upacara Pernbukaan/Pcnutupun Rapat Kerja di lingkungan KPU adalah sebagai
berikut:

b. Pejabat Eselon I. 11.illdan TVdi lingkungan Sckretariat lenderal KPU berada di sebelah
kiri depan meja penandatanganan: dan

c. Jajaran Pejabat dan karyawan/karyawati Lcmbaga Pernerintah atau pihak lain yang
rnengadakan kerjasama dengan KPU bcrada di sebelah kanan dcpan mcja
penandatanganan.

e. Dalam pemberian ucapan selamat, Pcjabat yang dilantik dapat didampingi isteri/suami
dan bcrdiri disebelah kiri yang dilantik.

(3) Tala Ternpat Upacara Pcngambilan SumpahfJanji PNS di lingkungan Sckrctariat Jenderal
KPU adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris Jenderal KPU scbagai Pejabat Yang Mengambil Sumpah/Janji:

b. Ketua KPU dan/atau Anggota KPU dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU berada di sebelah
kanan Pejabat Yang Mengambil Sumpah/Janji:

c. Pcgawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat JendcraJ KPU yang diarnhil sumpah/Janji
berada di depan Pejabat Yang .\IIengarnbil SumpahlJanji: dan

d. Pejabat Eselon 11dan karyawan/karyawari di lingkungan Sekrctariat Jenderal KPU. serta
Rohaniwan berada di sebelah kiri Pejabat Yang Mengambil Sumpah/Janji.

H) Tara Ternpat Upacara Penandatanganan Kerjasama atau Memorandum of Understanding
(MoU) di lingkungan KPU adalah sebagai berikut:

a. Keiua KPU dan/atau Anggoia KPU. serta pcjabar tertinggi Lernbaga Pcmcrintah dan
pihak lainnya yang mengadakan Kerjasama dengan KPU bcrada di belakang meja
pcnandatanganan:

d. Anggota KPU. serta tamu undangan dari Lernbaga Pernerintah lainnya berada di sebclah
kanan meja penandatanganan: dan
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4) Undangan, Pejabar Eselon III dan karyawan/karyawati di lingkungan Sekretariat KPU
Provinsi/KIP Provinsi, dan Rohaniwan berada di sebeJah kiri Pejabat Yang Melantik.

I) Sekretaris KPU ProvinsilKJP Provinsi sebagai Pejabat Yang Melantik;

2) Ketua KPU ProvinsilKlP Provinsi dan/atau Anggota KPU ProvinsilKlP Provinsi
berada di sebelah kanan Pejabat Yang Melantik;

3) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota I KJP Kabupatcn/Kota dan/atau pejabat Eselon TTl
dan TV di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/Klf Provinsi yang akan dilantik
berada di depan Pejabat Yang Melantik; dan

5) Dalam pcmberian ucapan selamat, Pejabat yang dilantik dapat didarnpingi
isteri/suami dan berdiri disebelah kiri yang dilantik.

b. Upacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pclantikan labatan Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota I KlP Kabupaten/Kota dan/atau Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan
Sekretariat KPU Provinsi/KIP Provinsi, adalah :

4) Undangan, Pejabat Eselon III dan karyawanlkaryawati di lingkungan Sekretariat KPU
ProvinsilKJP Provinsi, dan Rohaniwan berada di sebelah kiri Pcjabat Yang Melantik;
dan

3) Kerua KPU Kabupaten/Kota / KIP Kabupaten/Kota dan/atau Anggoia KPU
Kabupatcn/Kota I KIP Kabupaten/Kota yang dilanuk bcrada di depan Pejabat Yang
Mclantik;

(I) Tata Tempat Upacara Pengambilan SumpahlJanji dan Pelantikan Jabatan di lingkungan KPU
ProvinsilKTP Provinsi adalah sebagai berikut:

a. Upacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Jabatan Ketua dan/atau Anggota
KPU KabupatenlKotalK1P Kabupaten/Kota. adalah :

I) Ketua KPU Provinsi/KIP Provinsi sebagai Pejabat Yang Melantik;

2) Anggota KPU Provinsi/Klf' Provinsi dan Sckrctaris KPU Provinsi/KTP Provinsi
berada di scbclah kanan Pejabat Yang Melantik;

Pasal8

Bagian Ketlga

Komisi Pemilihan Umum Proviosi/Komite ludependen Pemilihan Provinsi

(7) Tara Ternpat Upacara Pernbukaan/PcnutupanRapat Pleno Terturup di lingkungan KPU
adalah sebagai bcrikut:

a. Rapat Pieno dilaksanakan di Ruaug RapatlSidaog;

b. Rapat Pleno dilaksanakan pada jam kerja, kecuali ada hal-hal bersifat rnendesak;

c. Pimpinan RapatlKetua KPU dengan posisi tempat duduk ti-seat, Anggota KPU berada di
samping kanan Pimpinan Rapat dan sarnping kiri Sekretariat Jcndcral KPU; dan

d. Notulensi berada di belakang Pirnpinan Rapat Plcno.

e. Media cetak dan elektronik berada di belakang peserta Rapat Pleno dengan penempatan
yang telah diteruukan.
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(5) Tata Tempat Upacara PembukaanlPenutupan Rapat Kerja di lingkungan KPU ProvinsilKJP
Provinsi adalah sebagai berikut:

a. Kctua KPU ProvinsilKIP Provinsi dan/atau Anggota KPU ProvinsilKlP Provinsi. serta
Sekretaris KPU Provinsi/Kl P Provinsi berada di mcja Pimpinan; dan

b. Pejabat Eselon III dan karyawan/karyawau di lingkungan Sekretariat KPU ProvinsilKlP
Provinsi, serta Peserta Rapat Kerja berada di depan meja Pirnpinan Rapat Kerja.

(0) Tala Ternpat Upacara PernbukaanIPenmupan Rapat Pleno di lingkungan KPU ProvinsifKlP
Provinsi adalah sebagai bcrikut:

a. Ketua KPU Provinsi/K1P Provinsi dan/at au Anggota KPU Provinsi/KIP Provinsi dan
Sekretaris KPU Provinsi/KTP Provinsi berada di meja Pimpinan: dan

b. Pejabat Eselon III dan karyawan/karyawati di lingkungan Sekretariat KPU ProvinsilKlP
Provinsi, scrta pcserta Rapat Pleno berada di depan, kiri dan kanan rneja Pirnpinan Rapat
Plcno diatur scsuai ruang dan kepatutan.

(4) Tata Tempar Upacara Penandatanganan Kerjasama atau Memorandum of Understanding
(MoU) di liugkungan KPU ProvinsilKlP Provinsi adalah sebagai berikut:

a. Kerua KPU ProvinsilKIP Provinsi dan/aiau Anggota KPU ProvinsilKlP Provinsi. serta
pejabat tertinggi Lernbaga Pemerintah dan pihak lain yang mengadakan Kerjasama
dengan KPU ProvinsilKlP Provinsi berada di bclakang meja penandatanganan:

b. Pejabat Eselon II. III dan IV di lingkungan Sckrctariat KPU ProvinsiIKIP Provinsi berada
di sebelah kiri depan mcja pcnandatanganan; dan

c. Jajaran Pejabat dan karyawan/karyawati Lcmbaga Pemerintah atau pihak lain yang
mengadakan kerjasama dengan KPU ProvinsiIKJP Provinsi bcrada di sebelah kanan
depan meja penandatanganan.

a. Sekretaris KPU Provinsi/Kl P Provinsi sebagai Pejabat Yang Mengambil Sumpah/Janji;

b. Ketua KPU Provinsi/Klf Provinsi dan/atau Anggota KPU ProvinsilKlP Provinsi berada
di sebelah kanan Pejabat Yang Mengarnbil Surnpah/Janji;

c. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat KPU ProvinsilKlP Provinsi yang diambil
surnpah berada di depan Pcjabat Yang Mengarnbil Sumpah/Janji; dan

d. Pejabat Eselon lIT dan karyawan/karyawati eli lingkungan Sekretariat KPU ProvinsilKIP
Provinsi, dan Rohaniwan berada di sebelah kiri Pejabat Yang Mengambil Sumpah/Janji.

d. Anggota KPU Provinsi/KIP Provinsi. tamu undangan dari Lembaga Pemerintah lainnya
berada di sebelah kanan meja penandaianganan.

(3) Tata Ternpat Upacara Pcngarnbilan Sumpah/Janji PNS di lingkungan Sekretariat KPU
ProvinsiIKIP Provinsi adalah sebagai bcrikut :

c. Pejabat di lingkungan Sekretariat KPU ProvinsiIKIP Provinsi bcrada di sebelah kiri meja
penandatanganan: dan

b. Pejabat Lama dan Pejabat Baru Eselon II di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP
Provinsi berada eli dcpan rneja penandatanganan, berhadapan dengan saksi:

a. Ketua KPU Provinsi/Kll? Provinsi selaku saksi dari penandatanganan Berita Acara serah
terima jabatan berada di belakang rneja penandatanganan;

(2) Tata Tempat Upacara Serah Terima Jabatan di lingkungan KPU ProvinsiIKJP Provinsi
adalah sebagai berikut :
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b. Pejabat Eselon TV dan karyawan/karyawati di lingkungan Sekretariat KPU
Kahupaten/Kota I KIP Kabupaten/Kota berada di sebelah kiri depan meja
pcnandatanganan; dan

c. Jajaran Pcjabat dan karyawanlkaryawati Lcmbaga Pemerintah atau pihak lain yang
mengadakan kerjasarna dengan KPU Kabupaten/Kota I KIP Kabupaten/Kota berada di
sebelah kanan depan meja penandatanganan.

(3) Tata Ternpat Upacara Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Iingkungan Sekretariar KPU
Kabupaten/Kota I KIP KabupatenIKota dilaksanakan di KPU ProvinsilKIP Provinsi dan
dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3).

(4) Tala Tempat Upacara Penandatanganan Kerjasarna atau Memorandum of Understanding
(MoO) di lingkungan KPU Kabuparen/Kota I KIP KabupatenIKota adalah sebagai berikut:

a. Ketua dan/atau Anggota KPU KabupatenIKota I KIP Kabupaten/Kota, serta pejabat
tertinggi Lernbaga Pernerintah dan pihak lainnya yang mengadakan Kerjasarna dengan
KPU KabupatenlKota I KIP Kabupaten/Kota berada di belakang meja penandatanganan;

d. Anggota KPU Kabupaten/Kota I KIP Kabupaten/Kota, serta tarnu undangan dari
Lernbaga Pemerintah lainnya berada di sebelah kanan meja penandatanganan.

b. Pejabat Lama dan Pejabat Baru Eselon 1II di lingkungan Sckrctariat KPU
KabupatenIKota I KIP Kabupaten/Kota berada di depan meja penandatanganan,
berhadapan dengan saksi;

c. Pejabat di Iingkungan Sekretariat KPU Kabupatcn/Kota I KIP Kabupaten/Kota berada di
sebelah kiri meja penandatanganan; dan

(I) Tala TempaL Upacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Jabatan Eselon IV di
lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota I KIP Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota I KIP Kabupaten/Kota sebagai Pejabat Yang Melantik:

b. Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten/Kota I KIP Kabupaten/Kota berada di sebelah
kanan Pejabat Yang Melantik;

c. Pejabat Eselon IV di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota I KIP Kabupaten/Kota
yang dilantik bcrada di depan Pejabat Yang Melantik:

d. Karyawan/karyawati di lingkuugan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota I KIP
Kabupaten/Kota, dan Rohaniwan berada di scbclah kiri Pcjabat Yang Melantik: dan

c. Dalam pcmberian ucapan selamat, Pejabat yang dilantik dapar didampingi istcri/suarni
dan berdiri di sebelah kiri yang dilantik.

(2) Tara Tempat Upacara Serah Terima Jabatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota I KIP
Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a. Ketua KPU Kabupatcn/Kota I KIP Kabupaten/Kota selaku saksi dan penandatanganan
Berna Acara serah terima jabatan berada di belakang meja penandatanganan;

Bagian Keempat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/KotalKomite Independen Pemilihan
Kabupatcn/Kota

Pasa19
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e. Upacara Pernbukaan/Penutupan Rapat Kerja; dan

f. Upacara PembukaanIPenutupan Rapat Pleno Tcrbuka.

d. Upacara Penandatangan Kerjasama atau Memorandum oj Understanding (MoU);

Upacara bukan Upacara Bendera dapat dilaksanakan unruk acara resmi. yaitu :

a. Upacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pejabat;

b. Upacara Serah Terima Jabatan;

c. Upacara Pengambilan Sumpah/Janji PNS;

PasaJ 11

c. Hari Ulang Tahun Kornisi Pemilihan Umum.

Upacara Bendera diJaksanakan dalam acara kcncgaraan dan acara resmi, yaitu :

a. Hari UJang Tahun Proklamasi Republik Indonesia;

b. Hari - hari Besar Nasional; dan

PasallO

BAB III

TATA UPACARA

(6) Tala Tempat Upacara PembukaanIPenurupan Rapat Plcno di lingkungan KPU
Kabupaten/Kota I KIP Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a. Ketua danfatau Anggota KPU KabupatenIKotaIKIP Kabupaten/Kota dan Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota I KIP Kabupatcn/Kota berada di mcja Pimpinan dan mcnghadap kc
pinru keluar:

b. Pejabat Esclon IV dan karyawan/karyawati di lingkungan Sekrctariat KPU
Kabupaten/Kota I KiP Kabupaten/Kota, serta peserta Rapat Plene berada di belakang
meja Pimpinan Rapat Plene: dan

c. Untuk pengaturan Tata Tempat Upacara rnenyesuaikan ruang yang tersedia.

c. Untuk pengaturan Tala Ternpat Upacara menyesuaikan ruang yang tcrscdia.

(5) Tara Ternpat Upacara Pembukaan/Penutupan Rapat Kerja di lingkungan KPU
Kabupaten/Kota I KIP Kabupatcn/Kota adalah sebagai berikut:

a. Kctua dan/atau Anggota KPU KabupatenIKota I KIP Kabupaten/Kota, serta Sekretaris
KPU Kabupaten/Kota I KIP Kabupatcn/Kota berada di mcja Pimpinan dan menghadap kc
pintu keluar;

b. Pejabat Eselon IV dan karyawan/karyawati di lingkungan Sekretariat KPU
Kabupatcn/Kota I KIP Kabupaten/Kota, serta Peserta Rapat Kerja berada di depan rneja
Pimpinan Rapat Kerja; dan
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6) Kctcrangan Pclaksanaan.

5) Kegiatan.dan

4) Uraian pembawa acara;

3) Acara;

2) Jam;

d. jenis pakaian yang dipakai:

e. petunjuk pelaksanaan tata upacara: dan

f. kolom-kolorn yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan upacara adalah :

1) Nomor:

c. pcngaruran tcmpat:

b. lata ruang;

a. menyusun acara;

(2) Langkah - langkah persiapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah
scbagai bcrikut ;

g. eval uasi.

c. langkah - langkah persiapan upacara;

d. tanda kehormatan/piagarn penghargaan yang akan diserahkan;

e. gladi kotor dan gladi bersih:

f. pelaksanaan: dan

b. menyiapkan keJengkapan upacara;

a. nama dan tema upacara yang akan dilaksanakan:

(I) Persiapan Penyelenggaraan Upacara Bendera melipnti :

Persiapan Penyelenggaraan

Pasal12

Bagian Kesatu

Upacara Bandera

Paragraf 1
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c. PcmbacaJPengucap Naskah harus mempunyai suara baik, dengan pengucapan yang
jelaslterang dan tcgas, serta mcrnahami dan menguasai Peraturan Baris-Berbaris;

b. Kelompok Pengibar Bendera berjumlah minimal 3 (riga) orang dan/aiau kelipatannya
yang telah dipilih dan dilatih dcngan sebaik-baiknya;

a. Pembawa Acara bertugas mengantarkan susunan acara secara teratur dengan suara yang
baik, pengucapan jclas/tcrang dan paham akan maksud, lujuan serta pelaksanaan upacara;

(5) Petugas Upacara dalam pelaksanaan Upacara Bcndcra adalah sebagai berikut :

e. Pejabat Esclon IV, yang menjadi Inspcktur Upacara adalah Ketua/ Anggota KPU
Kabupaten/Kota I KIP Kabupaten/Kota atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota I KIP
Kabupaten/Kota.

d. Pejabat Eseion IV, yang mcnjadi lnspekrur Upacara adalah Anggota/Sekretaris KPU
ProvinsilKlP Provinsi: dan

c. Pejabat Eselon III, yang menjadi Inspektur Upacara adalah Kctua KPU ProvinsilKlP
Provinsi;

a. Pejabat Eselon II. yang menjadi Inspektur Upacara adalah Ketua KPU;

b. Pejabat Eselon lll, yang menjadi Inspektur Upacara adalah Anggota/Pejabat Eselon I
KPU;

(3) Komandan Upacara sebagai pejabat dalam upacara yang mernirnpin jalannya upacara,
penghorrnaian kepada Inspektur Upacara, Bendera Negara serta rnelaksanakan aba-aba yang
didelegasikan oleh Inspektur Upacara.

(4) Komandan Upacara sebagairnana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada
Inspektur Upacara alas tertibnya upacara, dengan pengaturan sebagai bcrikut :

a. pejabat yang bcrtanggungjawab dalam melaksanakan upacara; dan

b. memberikan laporan kepada J nspekrur Upacara pada saar akan memulai upacara dan
rnengakhiri upacara.

(2) Perwira Upacara adalah :

d. Inspektur Upacara memimpin mengheningkan cipta dan menyarnpaikan arnanat, aba-aba
didelegasikan kepada kornandan upacara.

c. Inspektur Upacara di lingkungan KPU Kabupaten/Kota I KIP Kabupaten/Kota adalah
Ketua/ Anggota/Sekretaris KPU Kabupaten/Kota I KIP Kabupatcn/Kora: dan

b. Inspektur Upacara di lingkungan KPU ProvinsilKlP Provinsi adalah
Ketua/Anggota/Sekretaris KPU ProvinsilKIP Provinsi atau Pejabat lain yang ditunjuk
oleh Sekretaris KPU ProvinsilKlP Provinsi;

a. lnspektur Upacara di lingkungan KPU adalah Ketua/Anggota/Sekretaris Jenderal/Wakil
Sekretaris Jenderal KPU atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Sekrctaris Jcnderal KPU;

(I) Inspektur Upacara mcrupakan pejabar tertinggi dalarn upacara yang bertindak sebagai
Pembina Upacara, dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh pcscrta Upacara dengan
klasi fikasi sebagai berikut :

Paragraf z

Kelengkapan Upacara

Pasal 13
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b. Pcrwira Upacara melapor kepada lnspektur Upacara, bahwa upacara Lelah selesai
dilaksanakan.

a. lnspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara; dan

I. penghormatan kcpada lnspcktur Upacara.

(4) Acara Penurup, scbagai bcrikut :

k. laporan Komandan Upacara: dan

J. lagu-Iagu perjuangan (apabila diperlukan):

I. pembacaan do' a:

h. lagu Bagimu Negeri (apabila diperlukan);

g. amanat Inspektur Upacara;

f. pembacaan Pembukaan UUD 1945:

e. pembacaan leks Pancasila:

d. mengheningkan cipta;

c. pengibaran Bendera Negara;

b. laporan Komandan Upacara:

a. penghonnatan kepada Inspektur Upacara;

a. Perwira Upacara melaporkan kepada Inspcktur Upacara rentang kcsiapan upacara; dan

b. Inspckrur Upacara tiba di mimbar upacara.

(3) Acara Pokok, scbagai berikut :

(2) Acara Pendahuluan, sebagai berikut :

d. Kornandan Upacara mernasuki lapangan upacara.

(I) Acara persiapan dimulai dengan kegiaian sebagai berikui :

a. Barisan Upacara disiapkan oleh masing-masing komandan barisan;

b. Perugas Upacara menempati tempat sesuai yang telah ditenrukan:

c. Para pejabat eselon 1, eselon II dan/atau undangan dapat menempati tempat sesuai yang
telah direntukan: dan

Paragraf3

Pclaksanaan Upacara

Pasal14

e. Posisi paduan suara disesuaikan dengan kondisi ternpat upacara.

(6) Bentuk barisan upacara discsuaikan dengan keadaan tcmpatllapangan upacara yang
digunakan.

d. Ajudan Inspektur Upacara berada di sebelah kiri Inspektur Upacara; dan
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I. tanda kehormatan/piagam penghargaan yang akan diserahkan.

g. rata cara pelaksanaan upacara/susunan upacara:

h. perlcngkapan upacara terdiri dari : bendera, sound systems. naskah. papan nama. baki,
spanduk. podium. taman kcring. tcnda dan lain-lain: dan

f. pelaksanaan upacara (waktu. hari. tanggal, jam);

U. tara (empat (lay OUl) dan seating arrangement;

c. tara pakaian:

c. undangandan peserta upacara yang telah ditentukan:

a. nama upacara yang akan dilaksanakan:

b. pejabat dan petugas upacara yang bcrtugas dalam upacara;

Persiapan penyelenggaraan Upacara Bukan Upacara Bendera, meliputi :

Pasal 16

Persia pan Penyelenggaraan

Paragraf 1

Upacnra Buknn Upacara Bendera

Bagian Kedua

I. papan-papan pcnunjuk pescrta upacara,

h. skenario dan urutan aeara dalam upacara, mulai dari pernbukaan. acara pokok dan penutup:
dan

g. tanda kehormatan atau piagam penghargaan:

d. mimbar upacara:

c. pcngcras suara/listrik/kabel (sound systems):

f. Tcks Pancasila. Naskah Pernbukaan UUD 1945 dan doa;

b. liang bendera:

e. tali bendera:

a. bendena:

Perlengkapan Upacara. terdiri dari :

Paragraf 4

Perlengkapan Upacara

PasallS

(5) Acara Tambahan dilaksanakan setelah aeara pokok selesai. acara ini dapat bersifat
perrunjukan/demonstrasi suatu kcterampilan ketangkasan rcrtenru seperti : Display Marc/ling
Band. Ketangkasan Lapangan, penandatanganan prasasri, dan lain-lain.
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3) Rohaniwan selain sebagaimana tersebut diaras discsuaikan.

(5) Kelengkapan Upacara lainnya, adalah :

a, Pembacaan Do'a dilakukan pada tcmpat yang telah ditentukan;

b. Dirigen adalah seseorang yang memimpin paduan suara;

c. Paduan Suara dapat menyesuaikao lagu scsuai lerna upacara:

d. Pernbawa Acara bertugas membacakan susunan acara: dan

I) Rohaniwan Islam berada diposisi sebelah kanan Pejabat yang dilantik:

2) Rohaniwan Katholik, Kristen, Hindu dan Budha berada diposisi sebelah kin pejabat
yang dilantik; dan

a. Rohaniwan yang sc-agama dengan Pejabat yang dilantik: dan

b. Rohaniwan mengarnbiI tcmpat disisi Pejabat yang dilantik. yaitu:

(4) Rohaniwan. terdiri dari :

c. Saksi-saksi mengarnbiltcmpat di sebelah kanan Pejabat yang dilantik: dan

d. Saksi-saksi dapat menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji pada saat
upacara berlangsung.

(3) Saksi-saksi yang dirunjuk daJam pelantikan pcjabat. dengan ketentuan scbagai berikut :

3. Jika saksi dari Pejabat. serendah-rendahnya sarna dcngan Pejabat yang dilantik:

b. Saksi dapat dilakukan oleh rohaniwun:

c. Pejabat yang dilantik menandatangani Berita Acara Pelanukan dihadapan Pcjabar yang
mclantik.

a. Pejabat yang dilantik mengambil posisi dihadapan Pejabat yang melantik:

b. Pejabat yang dilantik mcngucapkan sumpah/janji mcngikuti ucapan Pejabat yang
rnelantik; dan

c. di lingkuogan KPU Kabupaten/Kota / KIP Kabupaten/Kota adalah Keiua/Anggora KPU
Kabupatcn/Kota I KIP Kabupaten/Kota atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota I KIP
Kabupaten/Kota.

(2) Pejabat yang diambil sumpahljanji dan dilamik dalarn jabatan tertcnru. dengan keteniuan
sebagai berikut :

(I) Pejabat yang memimpin jaJannya Upacara Bukan Upacara Bendcra, antara lain:

a. di lingkungan KPU adalah Ketua/Anggota KPU atau Sekretaris lenderallWakil Sekretaris
JendcraJ di lingkungan Sekretariat lendcral KPU:

b. di lingkungan KPU Provinsi/Klf Provinsi adalah Ketua/Anggota KPU Provinsi/KIP
Provinsi atau Sekretaris KPU ProvinsilKlP Provinsi; dan

Pasal 17

Kclcngkapao Upacara

Paragraf2
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Paragraf4

Tata Urutan Upacara

PasaJ 19

(I) Upacara PengambiJan Surnpah/Janji dan Pelantikan Jabatan, terdiri dari :

a. Dapat rnenyanyikan lagu Kebangsaan "Indonesia Raya";

b. Pernbacaan Keputusan;

c. Pengambilan SumpahIJanji Jabatan:

d. Penandatanganan Berita Acara Pcugambilan Sumpah/Janji Jabaian:

c. Kata-kata PeJantikan oleh Pejabat yang Melantik;

f. Penyerahan Keputusan oJeh Pejabat yang Melantik:

g. Sarnbutan Pejabat yang Melantik;

h. Dapat menyanyikan lagu Bagimu Negeri; dan

I. Pembacaan do' a.

Paragraf3

Pelaksanaan Upacara

Pasal18

(I) Acara Persia pan, dimulai dcngan kcgiaran :

a. persiapan temparl/a)" OUI acara;

b. susunan acara;

c. konfirrnasi undangan; dan

d. mempcrsiapkan Pejabat dan PeJaku acara.

(2) Acara Pendahuluan, meliputi :

a. pengantar pembawa acara;

b. dapat rnenyanyikan Jagu kebangsaan "Indonesia Raya":

c. laporan Panitia Penyelenggara;

d. sarnbutan sekaligus pernbuka; dan

e. pembacaan do'a.

(3) Acara Pokok disusun sesuai dengan jenis Upacara yang dilaksanakan.

(4) Acara Tarnbahan mcrupakan suatu acara yang dilaksanakan setelah acara pokok selesai.

e. Perugas Protokol mernbantu kclancaran pelaksanaan upacara.
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3) Dapat rnenyanyikan lagu Bagirnu Negeri.

b. Penurupan Rapat Kerja, terdiri dari :

I) Sambutan SekaJigus Penurup dari Pejabat tertinggi di KPU atau yang rncwakili;

2) Pembacaan Do' a; dan

4) Pembacaan doa.

(5) Pembukaan/Penurupan Rapat Kerja, meliputi :

a. Pernbukaan Rapat Kerja, terdiri dari :

I) Dapat mcnyanyikan lagu Kebangsaan "Indonesia Raya";

2) Laporan Ketua Penyelenggara:

3) Sarnbutan sekaligus mernbuka secara rcsmi Rapat Kerja oleh Pejabat Tertinggi di
KPU atau yang rnewakili; dan

e. Sambutan Pejabat Tertinggi dari KPU; dan

f. Pembacaan Doa.

c. Pcnandatanganan NOla Kesepahaman atau MoU:

d. Sam bulan Pejabat Tcrtinggi dari Lcmbaga Pemerintahan atau pihak lainnya:

a. Dapat menyanyikan Iagu Kcbangsaan ,. Indonesia Raya '':

b. Pcmbacaan Nota Kesepaharnan atau MoU;

(4) Pcnandatanganan Kerjasarna atau Memorandum of Understanding (MoU), tcrdiri dari :

g. Pembacaan do'a.

(3) Upacara Pengambilan SumpahlJanji PNS, terdiri dari :

a. Dapat menyanyikan lagu Kebangsaan "Indonesia Raya";

b. Pernbacaan Surat Keputusan Pengangkatan PNS yang bersangkutan:

c. Pengarnbilan Sumpah/Janji PNS;

d. Penandatanganan Bcrita Acara SumpahlJanji PNS;

e. Sarnbutan Pcjabat yang Mengambil Sumpah/Janji:

f. Dapat menyanyikan lagu Bagimu Ncgcri: dan

c. Dapat menyanyikanlagu Bagimu Ncgeri; dan

f. Pembacaan do' a:

c. Pcnyerahan Memori Jabaian dari Pejabat Lama kepada Pcjabat Barn;

d. Sarnbutan Pejabat Lama/Pejabat Barn dan Sambutan Inspektur Upacara;

a. Dapat menyanyikan lagu Kebangsaan .. indonesia Raya ".

b. Penandatanganan Berira Acara Scrah Tcrima Jabatan;

(2) Upacara Serah Terima Jabatan, terdiri dari :
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Pakaian Sipil Lengkap; dan

Pakaian Dinas Harian.d. Eselon IV dan karyawanlkaryawati

Pakaian Sipil Lengkap:b. lnspektur UpacaraIJRUP

c. Esclonm

2) Wanita

Pakaian Sipil Lengkap.

Pakaian Nasional.

I) Pria

(3) Upacara Bcndera di lingkungan KPU KabupatenfKota I KIP Kabupaten/Kota, yaitu :

a. Anggota KPU Kabupaten/Kota I KIP Kabupaten/Kota.

Pakaian Sipil Lengkap: dan

Pakaian Dinas Harian.d. Eselon IIIIIV dan karyawanlkaryawati

Pakaian Sipil Lengkap;b. Inspektur UpacarallRUP

c. Eselon II

Pakaian Nasional.

Pakaian Sipil Lengkap.I) Pria

2) Wanita

a. Anggota KPU ProvinsilKTP Provinsi.

(2) Upacara Bendera di lingkungan KPU ProvinsilKlP Provinsi ..yaitu :

c. Eselon JJTfJVdan karyawan/karyawati

d. Eselon II

Pakaian Sipil Lcngkap:

Pakaian Sipil Lengkap;

Pakaian Sipil Lengkap: dan

Pakaian Dinas Harian.

b. Inspektur Upacara/JRUP

c. Eselon J

Pakaian Nasional.2) Wanila

Pakaian Sipil Lengkap.I) Pria

( I) Upacara Bendera di Iingkungan KPU, yairu :

a. Anggota KPU.

Pasal20

Upacara Bendera

Bagian Ketiga

Tata Pakaian Upacara

Paragraf 1

(6) Upacara bukan upacara bendera yang diselenggarakan di daerah, dapat mernasukkan
sambutan Kepala Daerah setempat.
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a. Ketual Anggota KPU Pakaian Sipil Lengkap:

b. Pejabat Yang Mcngambil SumpahlJanji Pakaian Sipil Lengkap;

c. PNS yang diambil Surnpah Pakaian Dinas Harlan:

d. Ajudan Pakaian Sipil Lengkap;

e. Eselon II Pakaian Sipil Lengkap;

f. Eselon III/IV Pakaian Sipil Lengkap: dan

g. Petugas Protokol Pakaian Sipil Lengkap.

(3) Upacara Pcngambilan Sumpah/Janji PNS, yaitu :

Pakaian Sipil Lengkap: dan

Pakaian Sipil Lengkap,

c. Anggota KPUlUndangan

d. Petugas ProtokollPcmbaca Do'a

Pakaian Sipil Lengkap.

Pakaian Nasionallmenyesuaikan.

I) Pria

2) Wanita

Pakaian Sipil Lengkap:a. Pimpinan Tertinggi/Saksi

b. Pejabat Lama dan Pejabat Baru.

I) Pria

2) Wanita

d. Ajudan

c. Eselon II

f. Eselon Ill/IV

g. Undangan

h. Petugas Protokol

Pakaian Nasional/menyesuaikan.

Pakaian Sipil Lengkap:

Pakaian Sipil Lengkap:

Pakaian Sipil Lengkap:

Pakaian Sipil Lcngkap; dan

Pakaian Sipil Lengkap.

(2) Upacara Scrah Terima Jabatan, yaitu :

Pakaian Sipil Lengkap:

Pakaian Sipil Lengkap:

a. KetuaiAnggota KPU

b. Pejabat Yang Melantik

c. Pejabat Yang Dilamik.

Pakaian Sipil Lengkap dengan pcci nasional.

Paragraf2

Upacara Bnkan Upacara Bendera

Pasal22

(I) Upacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Jabatan, yaitu :
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(!) Bendera Negara diternpatkan di halaman depan. di tengah-tengah atau di sebelah kanan
gedung atau kantor. rumah. saruan pcndidikan, dan taman makam pahlawan.

(2) 0:11ampertemuan atau rapat yang menggunakan Bendera Negara :

a. apabila dipasang pada dinding. Bcndera Ncgara ditempatkan rata pada dinding di alas
scbclah belakang pimpinan rapat: dan

b. apabila dipasang pada liang. Bcndcra Negara ditempatkan di sebelah kanan pimpinan
rapat atau mirnbar.

Pasal24

Pcnnikan atau penurunan Bendera Ncgara diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada rata
upucara bendcra.

Pasa! 23

(2) Benderu Negara yang dikibarkan sctengah liang. dinaikkan hingga kc ujung liang. diheruikan
sebentar dan diturunkan tepat setengah tiang.

(3) Dalam hal Bendera ::>Iegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hendak diturunkan,
dinaikkan terlebih dahulu hingga ujung tiang. dihentikan sebentar. kernudian diturunkan.

(l) Bcndera egara dinaikkan atau diturunkan pada liang secara perlahan-lahnn. dengan khidrnat
dan tidak rnenyentuh tanah.

Pnsa.122

Bagian Kesatu

Penghormntan Kepada Bendera Negara

TATA PENGHORMATAN

BAn IV

Pakaian Sipil Lengkap.e. Petugas ProtokollPembaca 00'0

Pakaian Sipil Lengkap: dand. Undangan

Pakaian Sipil Lengkap:c. Eselon ITI/IV

Pakaian Sipil Lengkap:b. Eselon1m
Pakaian Sipil Lengkap:a. Ketua/Anggota KPli

(-I) Upacara Penandatanganan MoV. yaiur :
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(2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdapat lima buah ruang yang
mewujudkan dasar Pancasila sehagai berikut:
a. dasar Keruhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai

bcrbcntuk bintang yang bersudut lima:
b. dasar Kernanusiaan yang Adil dan Beradab diJambangkan dengan tali rantai bermata

bulatan dan perscgi di bagian kiri bawah perisai;
c. dasar Persaruan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri alas

pcrisai:

(I) Di tcugah-tengah perisai sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 26 terdapat sebuah garis hiram
tcbal yang rnelukiskan katulistiwa.

PasaJ 28

(2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memiliki sayap yang masing-rnasing berbulu
17. ekor berbulu 8, pangkal ekor bcrbuJu 19, dan lehcr berbulu 45.

(I) Garuda dengan perisai sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 26 memiliki paruh, sayap, ekor,
dan cakar yang mcwujudkan lambang tcnaga pcmbangunan.

Pasal27

Lambang Negara Kesaruan Rcpublik Indonesia berbcnruk Garuda Pancasila yang kepalanya
menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher
Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di alas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Pasal26

Umum

Bagian Keempat

Penghormatan Kepada Lambang Negara

Paragraf 1

(Ii) Dalarn menyanyikan lagu kebangsaan tidak diperkenankan menggunakan musik dari alai
perekarn.

(4) Apabila Lagu Kcbangsaan dinyanyikan lengkap tiga stanza, bait ketiga pada stanza kedua
dan stania ketiga dinyanyikan ulang satu kali,

(5) Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/aiau dinyanyikan,
wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.

(2) Lagu Kebangsaan yang diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu strofe, dengan satu kali
ulangan pada refrain.

(3) Lagu Kebangsaan yang tidak diiringi alar musik, dinyanyikan lcngkap satu STanza pertama,
dcngan sam kali ulangan pada bail kctiga stanza pertama.

(I) Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik. tanpa diiringi alat rnusik,
aiaupun diperdengarkan secara instrumental.

Bagian Ketiga

Penghormatan Kepada Lagu Kebangsaan

Pasal25
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(1) Ukuran Larnbang Ncgara discsuaikan dengan ukuran ruangan dan ternpat; dan

(2) Lambang Negara sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 26 dibuar dari bahan yang kuat.

Pasa132

(2) Dalarn hal Bendcra Ncgara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipasang di dinding,
Lambang Ncgara dilctakkan di tengah mas antara gam bar resrni Presiden danfatau gambar
Wakil Presiden.

(I) Dalarn hal Lambang Negara diternpatkan bersama-sama dengan Bendera Negara, gambar
Presiden danJatau gambar Wakil Prcsiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan:
a. Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada Bendera Negara;

dan
h. gambar resmi Presiden danfatau gambar Wakil Presidcn ditempatkan sejajar dan dipasang

lebih rendah daripada Lambang Ncgara.

Pasal31

Larnbang Negara wajib digunakan di:
a. dalam gedung, kantor, atau ruang kelas saruan pendidikan;
b. luar gedung atau kantor:
c. lernbaran negara, tambahan lernbaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara:
d. paspor, ijazah, dan dokumcn rcsmi yang diterbitkan pcmcrintah;
c. liang logarn dan uang kertas; atau
f. materai.

Paragraf2

Penggunaan Lambang Negara
Pasal30

Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas:
a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai:
b. warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawuh perisai;
c. warna kuning emas unruk seluruh burung Garuda:
d. warna hiram di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung: dan
e. warna alam untuk seluruh gambar lambang.

Pasal29

d. dasar Kerakyatan yang Dipirnpin oleh Hikmai Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas
perisai: dan

e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan
padi di bagian kanan bawah pcrisai.
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(3) Pakaian Dinas Hanan wanita digunakan unruk bekerja sehari-hari dan keperluan umum
lainnya.

a. las/mamei pax, terdiri dari rok dan jas iengan panjang sewarna, yang dikenakan dengan
atau tanpa blus berkerah, terbuat dari bahan wool tipis atau teba! dcngan warna polos.
motif garis atau lainnya; dan

b. las/blazer kombinasi. yang terdiri dari rok dan jas lengan panjang aiau pendek yang tidak
sewarna. merupakan paduan warna yang serasi, selain untuk bekerja, pakaian ini dapat
digunakan untuk menghadiri acara yang kurang resmi tapi pen ling. seperti pertemuan
sosiat.

(2) Jcnis pakaian pejabat/diplomat wanita secara Internasiona! ada!ah :

(I) Pakaian Nasional Wan ita digunakan uruuk menghadiri acara kenegaraan ataupun acara resmi
sckaligus memperkenalkan kekhasan budaya dan produksi bangsa Indonesia. dalam
mengenakan pakaian nasional rambut ditata dan meuggunakan sanggul.

Pasai34

Tala Pakaian Wanita

Bagian Kedua

(3) Pakaian Dinas Harian digunakan untuk bekerja sehari-hari dan keperlnan umum lainnya.

c. kancing lima buah: dan

d. warna bawahan dan atasan sama Pakaian ini dikcnal dengan sebutan safari. yang
dikcuakan oleh Pegawai Negeri Sipil/Kantor-kantor Pernerintah di Indonesia.

(2) Pakaian Sipil Lcngkap digunakan untuk mcnghadiri acara kenegaraan atau aeara resmi.
dengan potongan hampir sama Pakaian Sipil Harian, berlengan panjang, dasi dan peci
sebagai pelengkap.

b. riga saku. satu di atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri:

a. leher bcrdiri dan terbuka;

(I) Pakaian Sipil Hanan dipakai untuk bekerja sehari-hari dan untuk keperluan lainnya yang
bersifat umum. berupa cclana panjang dan baju lcngan pendek dengan potongan sebagai
berikut :

Pasa133

Tala Pakaian Pria

Bagian Kesatu

BABV

TATA PAKAIAN DI LINGKUNGAN KOl\lIS1 PEl\1ILlHAN UMUM
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a. Tim Advanceffim Pcndahulu dari perugas protokol yang berangkat sehari sebelum
keberangkatan rombongan mama dan benugas untuk mcrnpersiapkan segala sesuatu yang
berhubungan dengan kelancaran kegiatan Pimpinan KPU di daerah.dan

b. Tim Pendarnping berangkat bersamaan dengan rornbongan Utama dan berkoordinasi dengan
Tim Advance.

Untuk kunjungan Pimpinan KPU ke daerah ataupun di dalarn kota dibagi kedalam 2 (dua) tim,
yaitu sebagai bcrikut :

Pasal38

(2) Kunjungan Pribadi/Tidak Resmi/Khusus (Private Visit) merupakan kunjungan yang
dilakukan karena kcpcrluan pribadi/khusus dan semaksimal rnungkin mengurangi hal-hal
yang bersifat protokoler.

(1) Kunjungan Kerja/Dinas (Working Visit) merupakan kunjungan untuk pertama atau untuk
yang kesekian kalinya oleh Pimpinan KPU ke tempat atau dacrah yang sarna dalarn rangka
menjaiankan tugas yang terkait kelernbagaan/kepemiluan.

Pasal37

(3) Sifat Kunjungan Pimpinan KPU. dapat berupa Kunjungan Kcrja/Dinas, dan Kunjungan Tidak
Resrni/Khusus:

(I) Kunjungan Pimpinan KPU ke luar negeri, daerah dan di dalam kota adalah bagian dari
pelaksanaan rugas Pimpinan KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum.

(2) Kunjungan Pimpinan KPU dapat berupa undangan atau untuk rnenghadiri Rapat Kerja
Komisi Pemilihan Umum. dan lain-lain yang terkait dengan tugas Penyelenggara Pcmilihan
Umum.

Pasal36

Bagtan Kesatu

Umurn

KUNJUNGAN PTMPINAN KPU

B A B VI

Tara Pakaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum untuk pcrugas protokol dalam
menjalankan rugas Pcndampingan dan Advance mcnggunakan Pakaian Sipil Dinas HaTianIPSDH
berupa stelan atas dan bawah dengan warna yang sarna serta berJengan panjang/pendek seperti
Pakaian Dinas Harian.

Bagian Ketiga

Hal - Hal Lain Yang Bersitat Khusus

Pasal 35
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I) jadwaJ penerbangan:

2) jadwal kcgiaran:

3) kelengkapan dan perlengkapan acara: dan

4) susunan acara dan Pcscrta.

d. rnenginventarisir segala hal yang berhubungan dengan acara rnengenai rnaksud dan tujuan
acara, dan mengumpulkan data-data/informasi len lang :

c. Petugas protokol mengurus segal a keperluan administrasi keberangkatan Pimpinan KPU di
Bandara; dan

b. Protokol dan Bagian Hubungan Kerja Sama Antar Lembaga berkoordinasi dengan
Kementerian Luar Negeri;

a. menyiapkan tiket dan passport untuk Pimpinan;

Kunjungan Pimpinan KPU ke luar negeri, yang perlu diperhatikan oleh Peiugas Protokol adalah
sebagai berikut :

Bagian Kedua

Kunjungan Pimpinau KPU ke Luar Negeri

Paragraf 1

Tahap Persiapan

Pasal40

a. Petugas Peliputan Kegiatan dari Biro terkait untuk mendokumentasikan acara atau
perternuan yang dihadiri oleh Pimpinan KPU dalam bentuk foto dan berita; dan

b. Staf Pimpinan KPU sebagai fasilirator Pimpinan untuk menyiapkan bahan-bahan yang
dibutultkan Pimpinan dalarn menghadiri acara atau pertcmuan, serta mendarnpingi
Pimpinan selama aeara atau perternuan berlangsung apabila diperkenankan oleh Pihak
Pcnyelenggara acara atau pertemuan.

b. Perugas Peliputan Kegiatan dari Biro terkait unruk mendokumentasikan kcgiatan
Pirnpinan KPU sclama kunjungan di daerah dalarn bentuk foro dan berita; dan

c. Petugas Pengamanan unruk berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah setempat demi
menjamin keselamatan Pirnpinan KPU selarna berkunjung apabila situasi dan kondisi di
daerah tersebut dianggap kurang kondusif.

(2) Tim Pendarnping sebagairnana dimaksud dalam Pasal 37, kunjungan Pimpinan KPU di
dalam kota, tcrdiri dari :

a. Perugas Protokol untuk herkoordinasi dengan Tim Advance;

(I) Tim Pendarnping scbagairnana dirnaksud dalam Pasal 3!l, kunjungan Pimpinan KPU ke
daerah, terdiri dari :

Pusnl39
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I. arah kiblat;

h. membuat rooming tis: Untuk kepentingan akomodasi dan kclancaran pengurusan barang,
sedapat mungkin informasi tentang daftar kamar;

r. mengecek dan menyiapkan kendaraan untuk Pimpinan KPU dan/atau Pendamping serta
kcndaraan untuk kegiatan pelaksanaan acara bagi Pcrugas Protokol Adl'allce. terutama
pada waktu kedatangan, pelaksanaan dan keberangkatan;

g. rnengecek tempat penginapan antara lain lokasi, kamar yang akan digunakan oleh
Pimpinan KPU dan/atau Pejabat Pendarnping:

5) kelengkapan dan perlcngkapan acara; dan

6) susunan acara dan Peserta.

I) jadwal kegiatan;

2) peta daerah/lokasi:

3) usulan lay-out;

4) susunan panitia:

e. menginvcmarisir segala hal yang berhubungan dengan acara mcngcnai maksud dan
rujuan acara, dan rnengurnpulkan data-data/informasi tcntang :

d. setibanya Petugas Protokol Advance di daerah yang bersangkutan, segera mengadakan
koordinasi dengan unsur-unsur Panitia Pelaksana atau KPU ProvinsilKlP Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota I KIP Kabupaten/Kota:

c. berangkat ke daerah yang dikunjungi oleh Pirnpinan KPU sekurang-kurangnya H-I;

b. rnembuat Nota telepon ke Ketua/Sekretaris KPU ProvinsiIKIP Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota I KIP Kabupatcn/Kota:

a. rnenyiapkan tiket bagi Petugas Protokol Advance :

(I) Kunjungan Pirnpinan KPU ke daerah, yang perlu diperhatikan oleh Petugas Protokol sebagai
Tim Advance adalah sebagai berikut :

Pasal42

Bagian Ketiga

Kunjungan Pimpinan KPU ke Daerah

Paragraf 1

Tahap Persiapan

Selama Pirnpinan KPU melaksanakan kunjungan, pengaturan acara maupun hal-hal berkaitan
dengan kunjungan tersebut mcnjadi wewenang Konsuler indonesia seternpat atau penyelenggara
acara.

Pasal41

Paragraf2

Tahap Pelaksauaan
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Pasal44

Kunjungan Pimpinan KPU di dalam kola, yang perlu diperhatikan oleh Petugas Protokol
Advance adalah persiapan administratif, yang mcliputi:

a. mernbuat Nota telepon ke Sekretariat atau Event Organizer penyelenggara aeara atau
perternuan dari Lcrnbaga atau pihak lain yang terkait;

b. memintajadwal acara atau pertemuan yang akan dihadiri oJeh Pimpinan KPU:

c. menyiapkan kendaraan bagi petugas protokol, schubungan dcngan reneana keberangkatan
Pimpioan KPU ke ternpat acara atau pertemuan:

Bagian Keempat

Kunjungan Pimpinan KPU di Dalam Kola

Paragraf 1

Tabap Persiapan

Selama Pimpinan KPU melaksanakan kunjungan, pengaturan aeara yang berkaitan dengan
kunjungan tersebut menjadi wewenang Sekretariat KPU ProvinsiiKIP Provinsi atau KPU
KabupatenIKota I KIP KabupatenIKota seternpat atau penyelenggara aeara selama mengikuti
Prosedur Keprotokolan yang ada.

Pasal43

Paragraf2

Tahap Pelaksanaan

J memperhatikan masalah ketepatan jalannya acara; dan

k. pengumurnan-pengurnuman, seperti petunjuk tempat santap pagi, slang dan malam,
pengurusan barang dan lain-lain.

(2) Kunjungan Pimpinan KPU ke daerah, yang perlu diperhatikan oleh Petugas Protokol sebagai
Tim Pendamping adalah sebagai berikut .

a. berkoordiaasi dengan Sub Bagian Perjalanan Dinas mengenai persiapan administrasi
peIjalanan dinas bagi Petugas Protokol Pendamping;

b. berkoordinasi dengan Petugas Protokol Advance:

c. berkoordinasi dcngan StafPimpinan dan/atau Pejabat Pendamping yang akan berangkat;

d. mempersiapkan boarding list dan boarding pass:

e. berkoordinasi dengan pihak Protokol Sekretanat KPU ProvinsifKlP Provinsi atau KPU
KabupatenIKota (KIP Kabupaten/Kota:

f. berkoordinasi mengenai persiapan Administrasi dengan bagian keuangan/bagian rumah
tanggalbagian kearnanan/bagian humas (dokurnentasi); dan

g. menyiapkan plakat apabila dibutuhkan, sehubungan kunjungan rcsmi dan atau kunjungan
kerja Pimpinan KPU ke Daerah.
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Diundangkan eliJakarta
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Prof. Dr. B.A. HAFIZ ANSBARI AZ, 'I.A.-- -

Ditetapkan di Jakarta
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Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan tnt dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 46

BAB V11
KETENTUANPENUTUP

Pimpinan KPU melaksanakan kunjungan, pengaruran keacaraan yang berkaitan dengan
kunjungan tersebut menjadi wewenang Kesekretariatan atau Event Organizer penyelenggara
acara atau penemuan.

Pasal45

Paragraf2

Tahap Pelaksanaan

d berkoordinasi dengan pihak Proiokol Sekretariat Lernbaga terkait atau Event Organizer dari
pihak penyelenggara acara atau pertemuan dimaksud sehubungan dengan Kedatangan
Pimpinan KPU; dan

e. menyiapkan plakat apabila elibutuhkan.
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BERITA NEGARA REPUBl.TK 11'lDONESIA TAHlJ:'I2012 O)IOR 9~

Al\llR SYAM VOl;\,

ltd

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Januan 2012

MF.1\T~RJ HUKVI\I DAN HAK ASASll\lANVSlA

Prof. Dr. It .HAFIZ A.'iSFfARJ AZ. )1.A.

ttd

KETt;A,

Duetapkan di Jakarta

pada tanggal19 Januari 2012

Agar sctiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan ini dcngan
pcncrnpatannya dalam Berita ~egara Republik Indonesia

Pasal ~6

Peraiuran inimulai bcrlaku pada ianggal ditetapkan,

BAB \'U

KETE::\Jl.:A."iPE~LT(;P

Pimpinan KPU mclaksanakan kunjungan, pengaturan keacaraan yang bcrkaiian dengan
kunjungan tersebui menjadi wcwenang Kesekretariatan atau £I'IUI( Orgall/zer/penyelcnggara
acara atau penemuan,

Pasnl45

Paragraf 2

Tabap Pelaksanaan

e. menyiapkan plakat apabila dibutuhkan.

d berkoordinasi dengan pihak Protokol Sckretanat Lembaga terkait atau £W!/I/ Organizer UMl

pihak penyelcnggara acara atau penemuan dimaksud sehubungan dcngan Kedatangan
Pimpinan KPU; dan

·30-


